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KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

KEPUTUSAN  KEPALA BPKAD 

NOMOR :   000.7.3/   7  /  BPKAD /2025                       

TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  RENCANA KERJA TAHUN 2026                                                                                            

PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN 

TANAH LAUT 

 
KEPALA BPKAD,  

 
Menimbang : a. 

 
 
 
 
 
 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD 
dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan 
RKPD,  maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rencana Kerja ( Renja) SKPD dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026; 

  b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a 
perlu ditetapkan dengan  Keputusan Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset  Daerah Kabupaten Tanah Laut  tentang 
Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 
2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Tanah Laut. 
 

Mengingat  : 1.  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 
Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang 
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan  Undang-undang 
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang  Pembentukan  Daerah  
Tingkat II di Kalimantan; 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286 ); 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4355 ); 

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional  ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

 
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan 
RPJPD, RPJMD dan RKPD(Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 
2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan inventarisasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;  

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana 
Strategis SKPD, RKPD, Rencana Kerja SKPD dan Pelaksanaan 
Musyawarah Perencananan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Tanah Laut ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 
2008 No 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 
Nomor 10); 

12.   Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 
Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 
Tahun 2008 Nomor 11); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor  6 Tahun 2016 
tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( 
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor  87  Tahun 2016  tentang 
Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Tanah Laut; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor  43 Tahun 2023 
tentang  Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah 
Laut Tahun 2024-2026; 

17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor  39  Tahun 2023  tentang 
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 
2024-2026. 
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M E M U T U S K A N     : 
Menetapkan :  
 
KESATU : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  

Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan 
Rencana Kerja Tahun 2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

 
KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut 
sebagaimana pada diktum KESATU melaksanakan mekanisme 
penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2026 sebagai berikut  : 
1. Mengacu pada kebijakan dan sasaran pembangunan yang 

tercantum dalam RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-
2026. 
  

2. Mengacu pada Visi, Misi, Agenda, Tujuan, Sasaran, Arah 
Kebijakan, Indikator Capaian, dan program prioritas dalam RPD 
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026. 

 
3. Mengacu pada Renstra SKPD dan prioritas hasil Musrenbang 

RKPD di Kecamatan. 
4.   Mempedomani Prioritas Pembangunan Tahunan Nasional 
 
5. Menyelaraskan prioritas, sasaran, rencana program dan                 

kegiatan tahunan daerah dalam mewujudkan pertumbuhan yang  
berkelanjutan dan berkeadilan (sustainable growth with equity) 
dengan strategi pembangunan nasional yang meliputi, Pro Poor, 
Pro Job, Pro Growth, dan Pro Environment. 

6.  Menyelaraskan prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan 
tahunan daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang 
dan/atau indikasi rencana program dalam RTRW Kabupaten 
Tanah Laut. 

7.  Mendukung dan mensinergikan pencapaian sasaran program dan 
kegiatan pembangunan daerah Tahun 2026 dengan program, 
tindakan, keluaran, target penyelesaian dan sasaran program 
pro rakyat, program pro keadilan, dan program tujuan 
pembangunan millennium ( Millennium Development Goal’s ) 
sesuai dengan focus masing-masing program berdasarkan 
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program 
Pembangunan yang Berkeadilan. 

 
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Rencana Kerja 

Tahun 2026  sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab dan 
melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

 
 
 
 
 
 






